PERSETUJUAN BERSAMA
KEPALA DAERAH DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR

Nomor : 188.342/ 1 /Pem-LT/ | /2025
Nomor : 188.342/ 1 /DPRD-LT/V | /2025

TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
INDUSTRI KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2019-2039

Pada hari ini Kamis, tanggal Tiga Puluh bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh
Lima, bertempat di Ruang Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Luwu Timur, kami yang bertandatangan di bawabh ini :

1. Drs. H. BUDIMAN, M.Pd.,CWM

2. OBER DATTE, SE

3. H.M. SIDDIQ BM, S.H.

4. Ir. Hj. HARISAH SUHARJO

Menyatakan bahwa :

Bupati Luwu Timur dalam hal ini bertindak
untuk dan atas nama Pemerintah Daerah
Kabupaten Luwu Timur yang beralamat di
Jalan Soekarno Hatta Malili, selanjutnya
disebut sebagai PIHAK KESATU.-~--eeemmeem--

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Luwu Timur.

Wakil Ketua | Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Wakil Ketua Il Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Luwu Timur dalam hal ini
bertindak untuk atas nama Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu
Timur selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.---

1 PIHAK KESATU telah menyerahkan 1 (satu) Buah Rancangan Peraturan Daerah
untuk dibahas bersama dengan PIHAK KEDUA agar memeroleh persetujuan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur atas Rancangan
Peraturan Daerah tersebut dan untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah

Kabupaten Luwu Timur;

2.  PIHAK KEDUA dan PIHAK KESATU telah membahas 1 (satu) Buah Rancangan
Peraturan Daerah berdasarkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib dan oleh PIHAK



KEDUA telah menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Indusiri
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019-2039 untuk ditetapkan menjadi Peraturan
Daerah;

3. Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui oleh PIHAK KESATU dan
PIHAK KEDUA disampaikan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA untuk
ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;

4. Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga), yang
telah disetujui Bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Bupati dalam
rapat paripurna dapat diundangkan setelah dilakukan evaluasi oleh Gubernur
sebagai wakil Pemerintah Pusat di Daerah.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam
rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

WAKIL KETUA | PPRD LUWU TIMUR

H.M. SIDD M, S.H.

WAKIL KETUA Il WU TIMUR

i
Ir. Hj. HARISAH SUHARJO




